BAB IV

PENUTUP
4.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan penjelasan dan paparan penulis diatas yang
penulis beri judul “RESTRUKTURISASI ORGANISASI KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN MENJADI BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN
SLEMAN MELALUI PERDA NOMOR 8 TAHUN 2014” Penulis
menuliskan beberapa kesimpulan yaitu :

a. Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) yang sifatnya lembaga structural
melakukan perubahan dengan melakukan penggabungan pada
beberapa SKPD terkait sehingga kini menjadi Badan Penanaman
Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Perubahan yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman ini dilakukan secara
keseluruhan dengan pengelompokan kembali tugas-tugas yang terdapat
pada saat menjadi KPP,lalu adanya pembentukan sebuah struktur
karena adanya perubahan bentuk kelembagaan dan juga pembenahan
bentuk struktur dikarenakan struktur yang sebelumnya kurang efektif
dengan bentuk Kantor sehingga dilakukannya perbaikan pada
strukturnya dengan bentuk yang baru berupa Badan,selain itu
perkembangan Teknologi juga menjadi indikator dalam penyesuaian
kerja oleh pegawai terhadap lembaga yang baru,lalu adanya
perampingan pada Orgnisasi Perangkat Daerah lain yang berkurang

satu karena adanya pembesaran,(Merger) dari segi aspek
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kewenangannya dan regulasinya dalam penggabungan organisasi yaitu
Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal dan Pelayan
Perizinan Terpadu dan Kantor Pelayanan Perizinan menjadi Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Peizinan Terpadu. Faktor-faktor
utama yang mempengaruhi perubahan kelembagaan tersebut secara
garis besar di dominasi oleh beberpa oknum serta lembaga seperti
Bupati,DPRD,Sekretaris Daerah,Inspektorat,Dinas Daerah,dan
Bappeda yang merupakan penunjang utama dalam perubahan. Oknum
kekuasaan merupakan ujung tombak yang artinya memiliki peran
penting dalam permulaan perubahan itu dibentuk dan dilakukannya
penataan, sedangkan untuk factor yang lain seperti Faktor SDM yang
dimana factor ini merupakan ujung tombak dalam pembentukan
organisasi baru,karena organisasi yang baru dibentuk tidak akan
pernah bisa berjalan sesuai dengan tujuan apabila kapasitas SDM yang
terdapat pada lembaga tersebut sangat minim kualitasnya. Kemudian
Faktor adanya Teknologi,dimana dengan adanya teknologi ini dapat
mempengaruhi perubahan struktur kelembagaan terutama kelembagaan
pada pelayanan perizinan dikarenakan system pelayanan perizinan satu
atap adalah aplikasi yang dimaksud untuk memberikan informasi dan
pelayanan perizinan bagi masyarakat dengan memanfaatkan peran
teknologi informasi dan komunikasi,sehingga pelayanan public dapat
tercapai dengan optimal dalam tranformasi Government menjadi E-
Government. Lalu factor yang terakhir merupakan factor Peraturan

Perundangan,disini peraturan perundangan yang dimaksud adalah PP
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Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 memiliki tujuan untuk mewujudkan
organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, dan rasional sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta
adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta
komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah, sehingga hal terebut
menjadi acuan dalam perombakan kelembagaan yang ada pada
Pemerintah Kabupaten Sleman. Dengan adanya Faktor-faktor yang
mempengaruhi perubahan tersebut dapat diharapkan Proses reformasi
Organisasi yang ada di Kabupaten Sleman dapat berjalan sesuai

dengan tepat sasaran.
4.2 Saran

Saran penulis disini adalah bahwa pemerintah daerah kabupaten
setidaknya harus bisa menerapkan system good governance Karena
disitu terdapat beberapa unsure seperti
transparansi,akuntabilitas,efisiensi dan partisipasi yang dimana
masyarakat harus mengambil peran juga dalam pembentukan struktur
yang baru sehingga hal tersebut lebih sesuai dengan keluhan
masyarakat yang diharapkan dalam pelayanan public. Tidak hanya itu
sikap pemerintah dalam mengambil keputusan dalam perubahan sturtur
organisasi harus lebih transparan agar tidak timbul banyak tanda Tanya

atau dinamika dalam pelayanan public.
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